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PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pertanyaan utama dalam penulisan hukum / skripsi ini,
dilakukanlah penelitian hukum normatif dengan melacak data-data sekunder
yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Pelacakan sumber
data tersebut dilakukan dalam kerangka studi kepustakaan dan wawancara
terhadap berbagai narasumber yang tentunya memiliki relevansi dengan
pertanyaan utama penulisan hukum ini. Studi kasus juga dilakukan untuk
mempertajam poin-poin penting dan detail kasus. Setelah penulis mempunyai
konsep teori yang matang mengenai State Responsibility, penulis melakukan
analisis terhadap kasus dengan menggunakan metode penalaran deduktif.

Dari hasil analisis tersebut mengarah pada suatu kesimpulan terhadap
pertanyaan utama penulisan hukum ini yakni Singapura sudah selayaknya
melakukan setidaknya satisfaction sebagai bentuk pertanggungjawabannya
terhadap kasus terbunuhnya David Hartanto ketika terjadi denial of justice.
Akan tetapi, dalam hubungan bilateral antar dua negara, faktor national
interest yang sangat besar menyebabkan jawaban atas pertanyaan utama dalam

penulisan hukum ini tidak dapat dilaksanakan secara mutlak.
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B. Saran

Pertama, untuk kasus David Hartanto. Segala upaya telah
dilakukan oleh keluarga dan orang-orang yang mendedikasikan dirinya secara
sukarela untuk membantu dalam penyelesaian kasus David Hartanto, termasuk
mengungkap tabir kegelapan yang menyelimuti kasus ini. Memang benar
pemerintah Indonesia telah campur tangan dalam kasus ini melalui Direktorat
Perlindungan WNI dan BHI Departemen Luar Negeri Indonesia. Akan tetapi
langkah tersebut belum efisien dan justru kontraproduktif karena hanya
terkesan formalitas, yang menunjukan seolah-olah pemerintah sudah peduli
terhadap kasus ini. Maka sudah selayaknya, meskipun harus dengan jalur yang
lebih soft, pemerintah Indonesia lebih peduli lagi dengan mengambil alih
sengketa ini menjadi persoalan negara dan meminta pemerintah Singapura
untuk juga turun tangan dalam menyelesaikan kasus ini. Karena pada level
sekarang ini, tanpa tindakan melibatkan diri dari pemerintah Indonesia, segala
upaya keluarga akan menjadi sia-sia. Hal ini penting dilakukan dalam rangka
memberikan jaminan perlindungan, rasa aman dan keadilan terhadap WNI
lainnya yang sedang berada diluar negeri.

Kedua, dalam kerangka legal, dengan semakin bertumbuhnya ilmu
pengetahuan dan teknologi, banyak WNI yang ingin pergi ke luar negeri untuk
melanjutkan studi, termasuk ke Singapura. Oleh karena itu untuk menjamin
adanya perlindungan dan keadilan bagi WNI yang berada di Singapura,
Pemerintah Indonesia seharusnya sudah mulai memikirkan mengenai

dibuatnya perjanjian bilateral antara Indonesia dengan Singapura tentang
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perlindungan warga negara dari dua negara tersebut. Ini penting dilakukan,
agar jika terjadi permasalahan hukum, penyelesaiannya menjadi jelas. Dalam
sudut pandang kepastian hukum, dengan adanya perjanjian bilateral tersebut
akan memberikan rasa aman bagi WNI yang ingin pergi dan menetap
sementara di Singapura. Dalam sudut pandang hubungan bilateral, adanya
perjanjian yang telah disepakati tersebut, justru akan menjaga hubungan baik
dua negara, karena alur penyelesaiannya menjadi jelas dan telah disepakati

bersama.
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